BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori
2.1.1 Teori Hukum Keadilan

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan diperlakukan dengan
hal yang sama dan juga diperlakukan dengan hal yang tidak sama maka
hal itu akan sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan ini
tidak dijadikan kesamaan yang hakiki untuk pembagian kebutuhan-
kebutuhan hidup. Hasrat persamaan ini akan dibentuk kedalam
perlakuan maka harus membuka mata bagi dengan adanya
ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan tersebut.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak
diantara terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah
memberikan suatu kepada orang yang sesuai dengan memberi apa yang
telah menjadi haknya.

Menurut Hans Kelsen bahwa keadilan sifatnya subjektif,
sedangkan eksistensi nilai-nilai hukum akan dikondisikan dengan fakta
yang dapat diuji dengan cara objektif. Keadilan artinya legalitas suatu
kualitas tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan
penerapannya. Keadilan ialah hukum penerapan yang sesuai sama

dengan ditetapkan suatu tata hukum. Demikian dengan keadilan berarti
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dapat mempertahankan suatu tata hukum dengan secara sadar dalam
penerapannya, inilah yang akan dikatakan keadilan berdasarkan hukum.
2.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut  Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat akan
memanfaatkan pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang
memberi manfaat atau kegunaan bagi sekitar masyarakat. Jangan
sampai dari itu hukumnya akan dilaksanakan, ditegakkan yang seakan
akan timbul keresahan masyarakat itu sendiri.

Menurut Prof. Subekti S.H bahwa tujuan hukum adalah
menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk
mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto bahwa hukum tujuan
nya ialah hidup kedamaian yang diliputi dari ketertiban ekstern pribadi
dan intern ketenangan dan intern pribadi.

2.1.3 Teori Pajak Daerah

Menurut Bird, Kaho bahwa ciri-ciri yang (Damas Dwi Anggoro,
S.AB., 2017) menyangkut pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang artinya diserahkan
kepada daerah sebagai pajak daerah.

2. Penyerahan dilakukan berdasakan Undang-Undang.

3. Pajak daerah dipungut dengan daerah berdasarkan Undang-Undang

dan peraturan hukum lainnya.
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4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk biaya
penyelenggaraan, urusan-urusan rumah tangga daerah atau biaya
pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Menurut Kurniawan, suatu pajak daerah harus memenuhi syarat
yang terpenuhi kriteria pajak daerah yaitu :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, pajak ditetapkan harus sesuai
dengan pengertian pajak, yang dimaksudkan dalam pengertian pajak
dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Objek pajak yang terletak atau terdapat diwilayah daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup
rendah serta melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten
ataupun kota yang bersangkutann.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk
kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan
masyarakat yang diperhatikan aspek ketentraman.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak ialah (Juli Ratnawati,

2015) sebagai berikut :

1. Pajak dapat dipunggut berdasarkan pada kekuatan pajak yang telah
diuraikan dengan aturan pelaksanaan yang telah diatur.

2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.
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3. Pajak akan dipunggut dengan Negara, baik itu dari pemerintah
daerah maupun oleh pemerintah pusat.

4. Penggunaan dari pungutan pajak ini ialah untuk pengeluaran umum
pemerintah. Dan apabila masih terdapat surplus, maka yang akan
digunakan untuk public investement.

2.1.4 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran dari pajak ialah pemasukkan uang ke kas
Negara sebanyaknya untuk keperluan belanja Negara. Dalam hal ini
pajak akan lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dari
masyarakat yang dimasukkan kedalam kas Negara, bahkan untuk
Indonesia juga, dana yang berasal dari pajak akan dianggap
semacam hal yang sangat istimewa, karena dari lebihnya 80%
anggaran pemerintah ini akan diperoleh dari pajak. Jadi pajak itu
memang merupakan tujuan untuk memasukkan uang sebesarnya-
besarnya ke kas Negara. Kalau Negara memerlukan uang maka
Negara mengajukan usul, dalam hal ini di Negara yang diwakili
menteri keuangan oleh karena masalah dibawah keuangan kekuasaan

menteri keuangan.
Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa keuangan Negara itu
sifatnya akan berbeda sama keuangan keluarga. Didalam keuangan
keluarga juga ada pepatah Belanda mengatakan “De Tering Naar De

Nering Zetten” arti ini akan dimaksudkan bahwa pengeluaran harus
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disesuaikan dengan bersamaan oleh penerima. Waktu sementara
dalam Negara keuangan sifatnya akan lain lagi. Negara ini ingin
membuat perencanaan, bahwa berapa nominal jumlah uang yang
diperlukan, kemudian Negara ingin mencari uang yang diperlukan
itu. Jika suatu Negara menghadapi kekurangan keuangan, Negara
tersebut maka harus mencari uang untuk menutupi kekurangannya
tetapi tidak harus selalu mencari utang. Kekurangan keuangan
Negara itu hanya sekali-kali dapat ditutup dengan utang, tetapi jika
setiap kali mengalami suatu defisit, tidak mungkin setiap kali Negara
mengadakan utang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas
anggaran pendapatan dan anggaran belanja / pengeluaran. Sementara
anggaran belanja atau pengeluaran terdiri atas belanja atau
pengeluaran rutin atau belanja pengeluaran pembangunan. Anggaran
pendapatan itulah yang sebagian diperoleh dari penerimaan pajak.
. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur dari pajak yaitu pajak berfungsi sebagai alat
penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi
mengatur ini  menggunakan pajak untuk mendorong dan
mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan
keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan

justru tidak menguntungkan.
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Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif.
Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu pemerintah dipandang
sebagai sesuatu yang positif.

3. Fungsi Sosial

Besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan
kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan
setinggi-tingginya setelah dikurangi untuk kebutuhan primer. Fungsi
sosial merupakan bagian dari fungsi lainnya, fungsi ini harus:

a. Memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk
minimum kehidupan
b. Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan
yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan,
seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan, dan
lain-lain.
2.1.5 Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung individual.
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk
mencapai kesejahteraan umum. Menurut Prof Dr. Djajaningrat pajak
sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara

karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan



21

kedudukan tertentu pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta
dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung
misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rachmat Soemitro mengatakan bahwa hukum pajak
adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar
pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan siapa saja wajib
pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap
pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan
pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan dan sebagainya.

Pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang
dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk
menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas
jasa yang dapat ditunjuk secara lansung berdasarkan Undang-Undang.
Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada
balas jasa langsung dapat ditunjuk. Lembaga pemerintah yang
mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada

dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
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2.1.6 Jenis Pajak
Jenis pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga
pemungut.
1. Jenis pajak berdasarkan golongan menurut Administrasi Perpajakan
yaitu:

a. Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut
secara periodik (setiap tahun atau setiap masa) yaitu secara
berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan. Misalnya, Pajak
Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan ini dipungut secara
periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, dimana
pemungutannya menggunakan penetapan dalam SPT. Sedangkan
pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana
beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi
dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban akan
ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang sama.
Misalnya dalam Pajak Penghasilan, mereka yang menjadi wajib
pajak adalah mereka juga yang benar-benar membayar pajak atau
yang memikul beban pajaknya. Pajak langsung dibayarkan
langsung oleh seorang individu atau badan untuk suatu identitas
mengesankan. Pajak langsung didasarkan pada prinsip
kemampuan untuk membayar. Prinsip ini merupakan istilah
ekonomi yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki lebih

banyak sumber daya atau memperoleh penghasilan yang lebih
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tinggi harus membayar pajak lebih. Pajak langsung tidak dapat
diteruskan kepada orang atau badan yang berbeda, individu atau
badan dimana pajak dikenakan bertanggungjawab untuk
pemenuhan pembayaran pajak penuh.

. Pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang
dipungut incidental (tidak berulang-ulang) dan tiak menggunakan
kohir, yaitu pajak yang hanya dipungut sesekali karena adanya
taatbestand (berupa suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang
mengakibatkan utang pajak timbul). Misalnya, bea materai, bea
pertambahan nilai atas barang dan jasa. Dalam bea materai,
pengenaan pajak hanya dilakukan terhadap dokumen. Ketika
seseorang membuat dokumen, ia akan dikenai pajak, sehingga
apabila dibuat dokumen terhadap suatu perjanjian perdata
misalnya, maka juga tidak akan dikenakan pajak.

Sedangkan pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah
suatu pajak dimana wajib pajak dapat mengalihkan beban
pajaknya kepada pihak lain, artinya antara mereka yang menjadi
wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu
merupakan pihak yang berbeda. Misalnya, pajak pertambahan
nilai, pajak ini dikenakan terhadap pengusaha kena pajak yang
dalam lingkungan kerjanya penyerahan barang dan atau jasa kena
pajak. Dalam hal ini yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha

kena pajak itu sendiri, sedangkan yang benar-benar memikul
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pajaknya adalah konsumen yang membeli atau mengkonsumsi
barang atau jasa dari pengusaha yang bersangkutan.
2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

a. Pajak  Perscorangan adalah pajak dalam penetapannya
memperhatikan dari keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penetuan
besarnya utang pajak harus memperhatikan keadaan dan
kemampuan wajib pajak. Misalnya, status wajib pajak kawin atau
tidak, berapa tanggungan dalam keluarga dan sebagainya
sehingga kemampuan bayar dari wajib pajak itu diperhatikan, atau
seringkali disebut dengan daya pikul wajib pajak untuk sendiri.
Itu ukuran-ukuran menetapkan kemampuan bayar ataupun daya
pikul itu harus jelas, apakah sekedar jumlah penghasilan, jumlah
tanggungan, status kawin atau belum, dan sebagainya.

b. Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa
memperhatikan diri dan keadaan wajib pajak. Pajak jenis ini
umumnya merupakan pajak tidak langsung sehingga siapa pun
dan dalam keadaan bagaimana pun, wajib pajak akan dikenai
pajak secara sama. Akan tetapi, ada pajak yang umumnya
dikategorikan sebagai pajak masih hal-hal kebendaan yang dalam
tertentu memperhatikan keadaan wajib pajaknya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya adalah :
a. Pajak pusat atau pajak Negara adalah pajak yang kewenangan

pemungutannya berada pada Pemerintah Pusat termasuk adalah
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pajak pusat penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materal,
bea lelang, bea masuk dan cukai.

b. Pajak daerah kewenangan adalah pajak yang pemungutannya
berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi

maupun pemerintah kota atau kabupaten.

2.1.7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan dan Retribusi
Daerah
Dalam praktek diarea masyarakat, (Marihot Pahala Siahaan, S.E.,
2016) pungutan pajak daerah sering kali disama-samakan dengan
retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya
ialah pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya
benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar di antara
pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, sebelum membahas pajak daerah
dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia, perlu kiranya diketahui
pengertian kedua jenis pungutan ini secara lebih jelas lagi.

Yang artinya ialah pajak atas perolehan (Marihot Pahala Siahaan,
S.E., 2016) hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ialah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud
dengan hak atas tanah dan atau bangunan ialah hak atas tanah termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud

dalam peraturan hukum dibidang pertanahan dan bangunan.
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Sebagaimana halnya PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB saat ini
pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh
pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian
Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.
Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak
kabupaten/kota, tetapi sepanjang pada suatu kabupaten/kota belum ada
peraturan daerah tentang BPHTB, pemungutan BPHTB tetap menjadi
kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2010.

Menurut Soemitro pajak itu iuran dari rakyat yang pada kas
Negara dan berdasarkan pada Undang-Undang atau yang bisa diartikan
dengan sebagai cara yang tidak dapat jasa timbal balik (kontra prestasi),
yang langsung bisa ditunjuk dan (Septiana Dwiputrianti dan Yafet
K.Buulolo, 2016) untuk digunakan akan bayar pengeluaran umum. Bea
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selalu disebut
BPHTB ialah pajak yang dikenakan perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan. Selanjutnya, perolehan hak atas tanah dan bangunan ialah
perbuatan atau peristiwa hukum yang selalu mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh seorang pribadi atau
pun badan.

Pengenaan BPHTB tidak mutlak pada seluruh daerah
kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena dapat dipunggut
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pada suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu
menerbitkan Peraturan Daerah tentang BPHTB yang menjadi landasan
hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan BPHTB didaerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Suatu yang ternilai keabsahan (Arifuddin, Hanif Nur Widhiyanti,
2017) idealnya harus sesuai/berdasarkan pada suatu hukum. Dalam
kriteria legalitas sebagai dasar keabsahan dari suatu kewenangan
diistilahkan sebagai “Regressus ad Invinitu” (mundur tanpa akhir),
sebab suatu hukum positif. Pandangan ini dapat dikaitkan sejalan
dengan Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa
keabsahan norma hukun harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi,
sehingga secara hipotesis keabsahan sebuah norma hukum harus
bersumber pada “norma dasar” (grundnorm). Salah satu dasar dari
wewenang Pemerintah adalah Asas Legalitas. Sebagai konsekuensi nya
dari Negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi Negara
sebagai alat perlengkapan Negara untuk dapat menjalankan tugas
Pemerintahan, sedangkan warga Negara memiliki hak dan kewajiban
untuk mendapatkan hak jaminan perlindungan. Oleh karena itu
kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas
legalitas yang artinya setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus

berdasarkan pada undang-undang.
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2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konstitusi Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Pada

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum” oleh sebab itu intinya ialah memegang dan

menjunjung tinggi hukum berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia tanpa melihat kekuasaan yang dipegang, maka semua

peraturan yang dibuat harus tunduk pada UUD 1945 termasuk hak asasi

manusia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asas manusia dalam

UUD 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28] yang pada pokoknya setiap

manusia memiliki hak asasi yaitu :

a.

b.

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

. Hak untuk bertumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan

dari kekerasaan dan diskriminasi.

Hak untuk mengembangkan dan memajukan diri.

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
Hak untuk bekerja.

Hak atas status kewarganegaraan.

Hak untuk memeluk agama atau kepercayaan.

Hak untuk memberikan pendapat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Hak atas jaminan sosial



29

1. Hak atas milik pribadi.

Berdasarkan  ketentuan tersebut diatas dapat diartikan
bahwasannya hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia bukan
berarti memiliki sifat yang scbebas-bebasnya karena setiap hak asasi
manusia yang melekat pada dirinya dibatasi oleh hak asasi manusia
lain. Maka terhadap pelanggar hak asasi manusia berlandaskan UUD

1945 haruslah diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah

a. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pmerintah daerah dan
dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

b. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan  yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan
Pemerintahan melindungi, daerah penyelenggara untuk melayani,
merayakan dan mensejahterakan masyarakat.

c. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri
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urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

a. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan adalah pajak perolehan hak atas dan atau bangunan.

. Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh
orang atau pribadi.

. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa hak atas tanah dan atau bangunan
termasuk pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.

2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Bea perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan hak atas tanah dan atau

bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
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b. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

c. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa penerimaan Negara dari bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan
20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan
puluh persen) untuk pemerintah daerah yang bersangkutan.

d. Pasal 23 ayat la menyebutkan bahwa bagian Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada seluruh
pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.

e. Pasal 23 ayat la menyebutkan bahwa bagian Pemerinth Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbangan 20%
(dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan
dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten atau

Kota yang bersangkutan.

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, yang selanjutnya disebut pajak, ialah kontribusi wajib kepada
Derah yang teutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung yang digunakan keperluan daerah bagi sebesarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah kewenangan pajak yang pemungutannya
berada pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Kota atau Kabupaten. Yang iuran wajibnya dilakukan
oleh orang atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang
berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapat asli daerah
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Objek pajak yang dikatakan tidak dikenakan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) (Dr. Bustamar Ayza,
S.H., 2017) ialah suatu objek pajak yang akan diperoleh dengan :

1. Perwakilan diplomatik, konsultan akan berdasarkan asas
perlakuan dari timbal balik.
2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan untuk

pelaksanaan membangun guna untuk kepentingan umum.
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3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
oleh Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau dilakukan kegiatan yang lain diluar dari fungsi dan tugas
badan atau dari perwakilan organisasi tersebut.

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dikarenakan
perbuatan hukum yang lain tidak adanya perubahan nama.

5. Orang pribadi atau badan yang dapat digunakan untuk
kepentingan ibadah.

6. Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan
pemberian dari hak pengelolaan pengenaan pajak akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

. Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Mardiasmo “Pendapat Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah”. Pendapatan asli daerah merupakan

tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan
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melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang
diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, semakin besar kontribusi yang
dapat diberikan oleh Pendapat Asli Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berarti semakin kecil
ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah
pusat.

Pendapatan asli daerah (Ismail & Syahbandir, 2016)
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam
menggali pendanaan pelaksana otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten dituntut
untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional
rumah tangga nya. Pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan
dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan
merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk
melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adapun dari ini jenis dan tarif (Harjawati, 2016) pajak
daerah tingkat pertama diatur dengan peraturan pemerintah dan
penetapannya, diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk daerah

tingkat kedua, ditetapkannya oleh aturan daerah masing-masing
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tentang pajak tidak dapat diberlaku surut. Karena daerah juga

harus memperhatikan sumber pendapatan asli daerah yang terlihat

sangat bervariasi.

Tarif yang ditetapkan dalam perhitungan BPHTB ialah
paling tinggi sebesar 5% . Besaran (Prof. Dr. Azhari Aziz
Samudra, 2015) dari pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
atau Bangunan yang terutang dihitungkan dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang setelah
dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dibagi
menjadi:

1. Hasil pajak daerah disebut pajak yang artinya kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan langsung secara digunakan untuk
keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

2. Hasil Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan, berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan

dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat
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Jenderal Pajak. Retribusi yang dapat disebut sebagai pajak
daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sekarang
yang kita kenal dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Batam.

Cara pembayaran retribusi ini bermacam-macam tidak
dengan uang tetapi dengan materai, seperti akta untuk berburu,
menangkap ikan. Jadi, jika dilihat dari cara pembayaran pada
umumnya tidak dapat diketahui, apakah kita berhadapan dengan
pajak ataupun retribusi.

Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan berdasarkan
pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dan untuk
mentaatinya, yang bersangkutan juga dapat dipaksakan. Misalnya,
dalam hal retribusi telepon apabila pelanggan tidak memenuhi
kewajibannya maka diadakan tindakan tertentu yang bertujuan
untuk pemaksaan, seperti denda, pemutusan sementara dan lain-
lain. Berdasarkan hal tersebut, maka ciri-ciri atau karakteristik
yang terdapat pada retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi dipunggut berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku secara umum (dalam hal ini termasuk dalam aturan
Undang-Undang dan Peraturan Daerah)

2. Pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang

dapat ditunjuk secara individual.
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3. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum terkait
dengan retribusi yang bersangkutan.

4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan retribusi ini
bersifat ekonomis.

5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan bagi daerah
yang memiliki badan usaha milik daerah seperti Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah
(BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat
Hiburan/Rekreasi, Villa, dan lain-lain, keuntungannya
merupakan penghasilan daerah bagi yang bersangkutan. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian
laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut Pasal 6
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi : hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, komisi dan potongan ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggadaan

barang jasa oleh daerah.
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2.2.6 Tinjauan Umum Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau
Bangunan
1. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011. Perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan sebagaimana diatur didalam pasal 1
meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah,
hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan
pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, hadiah. Pemerintah ini diselenggarakan
pembangunan (Harnita, Muazzin, 2019) daerah dengan digunakan
hasil pajak merupakan sumber dana daerah. Dengan ini kemajuan
daerah, penerimaan daerah akan harus lebih ditingkatkan lagi. Hal
ini agar menyediakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
memenuhi kebutuhan daerah semakin meningkat. BPHTB pajak

yang dipungut berdasarkan UU PDRD, berdasarkan pasal 95 ayat (1)



39

UU PDRD menyatakan “Pajak akan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”.

Pajak BPHTB ialah salah satu dari pajak yang dipenuhi dalam
kriteria pajak daerah dan pendapatan daerah atau akuntabilitas
daerah. Maka demikian pajak tersebut harus benar-benar
mengoptimalkan sebagai cara diperiksa objek yang diterapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) BPHTB dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) BPHTB. Selama melaksanakan pemerintah
daerah belum diperoleh pendapatan yang memaksimalkan untuk
sektor pajak BPHTB, karena adanya wajib pajak yang tidak
melaporkan nilai transaksi jual beli berdasarkan Pasal 1 Ayat (5)
BPHTB, hal seperti ini disebabkan oleh wajib pajak bahwa adanya
penggelapan pajak dalam melaporkan nilai transkaksi jual beli yang
dapat dilibatkan PPAT sehingga petugas pajak memproses
penentuan nilai transaksi dari pajak tersebut. Disisi lain, tidak ada
penetapan dari standar harga pasar yang didapatkan dari harga jual
beli obyek pajak sesuai NJOP pada daerah tersebut, sehingga akan
mendorong terjadinya penyimpangan, yaitu dilaporkan nilai jual beli
yang lebih rendah.

Aturan yang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)
(Udiana Wahyu Deviantari, Yanto Budisusanto, 2016) serta

Penghasilan PPh atas tanah itu telah dilaksanakan dari Pemerintah
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Daerah, yang bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, maka itu diperlukan untuk analisis peniliaian tanah menjadi
bentuk peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dapat digunakan untuk
berbagai acuan penarikan dari PBB dan BPHTB daerah sehingga
dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Ali Daerah). Esensi dari
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 70 ayat 2 dan
peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 pasal
68 ayat 2 menyatakan bahwa setiap besarnya NJOP akan ditetapkan
tiap tiga tahun, kecuali objek pajak tertentu yang didapatkan atau
ditetapkan tiap tahun dengan perkembangan wilayahnya. Pajak
daerah diperlukan untuk mewujudkan sebagai informasi nilai tanah,
property, ekonomi, kawasan, bahkan total dari aset pertanahan
sebagai rujukan nasional untuk wujudkan fungsi tanah bagi sebesar
kemakmuran yang ada.

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang pajak dan retribusi daerah (Harjawati, 2016), pajak bea
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau disebut sebagai
BPHTB ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Sedangkan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ialah
perbuatan peristiwa hukum yang akibatnya peroleh hak atas tanah
dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas
tanah dan atau bangunan ini yang termasuk kedalam hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya yang sebagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan
bangunan. Dasar pengenaan dan Tarif Pajak BPHTB bahwa Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP yang dimaksud terdiri atas
dua yaitu harga transaksi dan nilai pasar. Harga transaksi ialah harga
yang terjadi dan diterapkan oleh pihak yang bersangkutan sedangkan
nilai pasar ialah harga dari transaksi jual beli secara wajar yang
terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan.

Perhitungan BPHTB ialah nilai perolehan objek pajak
(Harjawati, 2016) (NPOP) yang dapat dibagi jadi 3 jenis yaitu :
Harga Transaksi, Nilai Pasar, dan Harga Transaksi yang akan
tercantum dalam lelang, apabila hak nya diperoleh melalui lelang.
Disamping itu akan terdapat syarat hal NPOP merupakan harga
transaksi atau nilai pasar yang tidak diketahui atau lebih rendah dari
NJOP digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya
perolehan hak maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP
PBB. Dalam menentukan besarnya dari BPHTB terutang akan
dihitung dengan cara mengalikan tarif besarnya ditetapkan dengan
peraturan daerah yang ditentukan tinggi sebesar 5% dasar pengenaan
NPOP. Namun besarnya NPOP akan dikurangi dengan batas tidak
kena pajak disebut Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP). Untuk menentukan ini yang disebut Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), maka ditetapkan

melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2000
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kemudian hal ini akan dilanjuti dengan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) No.516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB , berikut rumus kedua
BPHTB ini dikemukakan Siahaan :

BPHTB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NPOP — NPOPTKP)

2.3 Penelitian Terdahulu
1. Erlina Setyawati (2017), dengan judul “Tinjauan Hukum Kewajiban
Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pengampunan Pajak di Kota
Semarang”

Diterbitkan sebuah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 maka dari
pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan yang ada untuk
pelaksananya, contohnya dari peraturan bupati atau peraturan walikota
mengenai teknis pungutan BPHTB supaya bisa diimplikasikan. Undang-
Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2209 Pasal 1 Ayat 43 dijelaskan Hak atas
Tanah dan Bangunan tersebut ialah termasuk hak pengelolaan dan serta
bangunan diatasnya, yang dimaksud dalam undang-undang bidang
pertanahan, baik dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Undang-Undang PDRD No.28 Tahun
2009 akan tetap mengkomodir tanah dan bangunan. Hal lain tersebut

terminologi Undang-Undang BPHTB masuk kedalam Undang-Undang
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No.28 Tahun 2009 yang diartikan bahwa UU BPHTB tersebut akan
sejalan bersamaan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dari secara limitatif
atau yang dimaksud membatasi.

Diterapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 scbagai
perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP), yang banyak diperhatikan ketentuan utama pasal
37A sebagaimana kebijakan ini merupakan versi dari mini sebuah program
pajak yang banyak diminta berbagai macam usaha. Meskipun hal itu masih
belum mampu memuaskan pihak semua akan tetapi kebijakan ini lebih
dikenal dengan nama Sumnset Poilcy yang telah ditimbulkan keamanan
banyak pihak. Adanya hambatan pelaksanaan untuk proses verifikasi dan
validasi BPHTB yaitu ada dua sebagai hambatan internal dan hambatan
eksternal, hambatan internal itu pemeriksaan dilapangan dilakukan tempat
domisili dan atau lokasi wajib pajak tersebut, peninjauan tempat wajib
pajak akan dilakukan lebih satu kali dari tempat-tempat yang lain sesuai
perkembangnya diperiksa dan dilakukan sedangkan hambatan eksternal
proses akta jual beli tanah yang disebut validasi pajak SSP dan BPHTB
dilakukan mengetahui pengajuan oleh wajib pajak di Dinas Pendapatan
Daerah, untuk mensyaratkan SSP itu sendiri.

. Siti Arbayah (2017), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan) Sebagai

Pajak Daerah Di Kabuptaen Tabalong”
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Pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kabupaten Tabalong
berdasarkan dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang BPHTB
dilengkapi Peraturan Bupati No.18 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur
Pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabalong. Untuk bisa mendapatkan
verifikasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong disyaratkan ada
penyataan wajib pajak yang dinyatakan Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP) yang dilaporkan harus sesuai kenyataan nya. Dinas Pendapatan
Daerah melakukan kebijakan pungutan pajak BPHTB yang dikoordinasi
bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meyiapkan SSPD
BPHTB. Yang mana pihak menjadi PPAT ialah camat atau notaris.

Wajib pajak berhak menyerotkan pajak yang didapatkan dari
BPHTB ke Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah setelah yang
mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendapatan Daerah dan dilaporkan
pajak BPHTB yang terutang telah dilunasi. Sebagai bukti pembayaran dan
verifikasi dispenda dikoordinasikan PPAT ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dengan rangka pendaftaran pemindahan hak. Untuk mengetahui
kondisi-kondisi menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, menurut Edward
mengemukakan empat faktor bekerja secara menentukan keberhasilan
melaksanakan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber,
kecenderungan dan struktur birokrasi. Perbedaan pelaksana pajak BPHTB
dikabupaten Tabalong berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan atau Bangunan dan dijelaskan juga Peraturan Bupati
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no.18 tahun 2011 yang tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB
di Kabupaten Tabalong. Dari mekanisme ini dijelaskan pemugutan pajak
BPHTB akan menjadikan komunikasi antar pembuat kebijakan dengan hal
ini maka kebijakan pemerintah pusat dikabupaten Tabalong akan
dilakukan dengan cermat, konsisten dan jelas.

. Septiana Dwiputrianti dan Yafet K.Buulolo (2016), dengan judul
“Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pengalihan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) di Pemerintah
Kota Gunungsitoli”

Pokok dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah ialah
pengalihan jenis pajak pusat menjadi daerah. Kedua pajak tersebut ialah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dan berdampak pada tingkatan
peneriman daerah sehingga terjadi dorongan derajat mandiri keuangan
pemerintah daerah bahkan dapat mengurangi tingkat tergantung
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Adanya pengalihan BPHTB
menjadi pajak daerah dapat terjadi pemindahan pos penerimaan BPHTB
yang sebelumnya pada pos dana hasil pajak, berpindah ke pos
pendapatan asli daerah. Dengan demikian desentralisasi BPHTB
sangatlah berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah

terkhususnya penerimaan berasal dari pungutan pajak.
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Menurut Soemitro pajak itu iuran dari rakyat yang pada kas Negara

berdasarkan pada Undang-Undang atau yang bisa dimaksudkan dengan
dapat dipaksakan sebagai cara yang tidak dapat jasa timbal balik (kontra
prestasi), yang langsung bisa ditunjuk dan yang untuk digunakan akan
bayar pengeluaran umum. Bea perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan yang selalu disebut BPHTB ialah pajak yang dikenakan
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjtnya, perolehan hak atas
tanah dan bangunan ialah perbuatan atau peristiwa hukum yang selalu
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh seorang
pribadi atau pun badan.
. Arifuddin Hanif Nur Widhiyanti, Hariyanto Susilo (2017), dengan judul
“Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima
Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan atau Bangunan dari Wajib Pajak”

Suatu keabsahan yang sesuatu ideal wajib mensesuaikan dasar
pada suatu hukum. Dalam ini maka legalitas sebagai dasar keabsahan
dari kewenangan yang sebagai “Regressus ad Invinitum” yang artinya
mundur tanpa akhir, sebab hukum positif yang didasarkan keabsahan
sebuah kewenangan atau kekuasaan idealnya wajib berdasarkan hukum
positif juga. Pandangan yang ini juga bisa dikaitkan bersama Stufenbau
Theorie dan Hans Kelsen bahwa kebasahan norma hukum wajib

didasarkan kepada norma lebih tinggi, sehingga dari out secara hipotesis
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keabsahan norma hukum wajib bersumber kepada “norma dasar” atau
disebut (grundnorm).

Wewenang pemerintah ialah asas legalitas yang dianggap sebagai
konsekuensi dari Negara hukum, adanya itu ia diwajibkan jaminan bagi
administrasi Negara yang dipakai untuk alat perlengkapan Negara dapat
dijalankan pemerintahan, sedangakan warga Negara memiliki hak dan
kewajiban untuk jaminan perlindungan. Karena itu satu kekuasaan
pemerintahan tidak bisa lepas dari perkembangan asas legalitas artinya
setiap tindakan dilakukan pemerintahan harus dasarkan pada Undang-
Undang.

Pembahasan tentang legalitas ialah aturan yang tidak bisa lepas
dari keabsahan, sebab dari itu legalitas merupakan keabsahan sebuah
kewenangan. Keabsahan hukum (legal validity) ialah yang teori
mengajarkan segimana dan apa syarat-syaratnya supaya suatu kaidah
hukum bisa dijadikan “sah” (valid) berlakunya, sehingga bisa dapat
diberlakukan masyarakat oleh semua. Agar hukum menjadi “sah”, maka
hukum juga dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka itu dari
kaidah hukum wajib mempunyai hukum yang valid. Keadaan itu barulah
bisa menimbulkan konsep-konsep tentang perintah (command), larangan
(forbidden), kewenangan (authorized), paksaan (force) dan kewajiban
(obligation). Namun demikian kaidah hukum bisa dinyatakan valid, tentu
itu belum merupakan kaidah hukum yang efektif, dalam ini keabsahan

norma ialah hal tergolong yang seharusnya (das sollen), sedangkan
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efektifitas selalu disebut merupakan suatu norma dalam kenyataan (das
sein).

. Harnita, Muazzin, Zahratul Idami (2019) dengan judul “Tanggung Jawab
PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di
kota Banda Aceh”

Pemerintah ini diselenggarakan pembangunan daerah dengan
digunakan hasil pajak merupakan sumber dana daerah. Dengan ini
kemajuan daerah, penerimaan daerah akan harus lebih ditingkatkan lagi.
Hal ini agar menyediakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
memenuhi kebutuhan daerah semakin meningkat. BPHTB pajak yang
akan dipungut didasarkan UU PDRD, berdasarkan pasal 95 ayat (1) UU
PDRD menyatakan “Pajak akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pajak BPHTB ialah salah satu dari pajak yang dipenuhi dalam
kriteria pajak daerah akan dinaikkan pendapatan daerah dan akuntabilitas
daerah. Maka demikian pajak tersebut harus benar-benar
mengoptimalkan sebagai cara diperiksa objek akan diterapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) BPHTB dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) BPHTB. Selama dilaksanakan pemerintah daerah belum
diperoleh pendapatan yang dimaksimalkan untuk dari sektor pajak
BPHTB, karena adanya wajib pajak yang tidak dilaporkan nilai transaksi
jual beli didasarkan Pasal 1 Ayat (5) BPHTB, hal seperti ini disebabkan
oleh wajib pajak bahwa adanya penggelapan pajak dalam melaporkan

nilai transkaksi jual beli yang dapat dilibatkan PPAT sehingga petugas
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pajak memproses penentuan nilai transaksi dari pajak tersebut. Disisi lain
itu, tidak adanya penetapan dari standar harga pasar yang ada didapatkan
dari harga jual beli obyek pajak akan sesuai NJOP pada daerah tersebut,
sehingga akan mendorong terjadinya penyimpangan, yaitu dilaporkan
nilai jual beli yang lebih rendah.

Seorang PPAT harus memeriksa perlengkapan syarat sahnya untuk
tindakan hukum, seperti untuk memeriksa kembali secara cermat dan
teliti akan dikaitkan sebagai data pada sertifikat hak milik dengan buku
tanah yang ada dikantor BPN. Ketentuan membuat akta auntentik ialah
ketentuan harus ikut tanpa otentik yang menimbulkan hukum akibat
terhadap akta tersebut.

. Tri Harjawati (2016), dengan judul “Analisis Pertumbuhan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan
Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah”

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak dan retribusi daerah pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan atau disebut sebagai BPHTB ialah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan dari perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan ialah perbuatan peristiwa hukum yang akibatnya
peroleh hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Adapun juga hak atas tanah dan atau bangunan ini akan termasuk ke
dalam hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya yang sebagaimana

akan dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan
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bangunan. Dasar pengenaan dan Tarif Pajak BPHTB bahwa dasar
pengenaan Pajak BPHTB ialah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
NPOP yang dimaksud terdiri atas dua yaitu harga transaksi dan nilai
pasar. Harga transaksi ialah harga yang akan terjadi dan diterapkan olech
pihak yang bersangkutan sedangkan nilai pasar ialah harga dari transaksi
jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau
bangunan.

Perhitungan BPHTB ialah nilai perolehan objek pajak yang
didapatkan dibagi jadi 3 jenis yaitu : Harga Transaksi, Nilai Pasar, dan
Harga Transaksi yang akan tercantum dalam lelang, apabila hak nya
diperoleh melalui lelang. Disamping itu akan terdapat syarat hal NPOP
yang merupakan harga transaksi atau nilai pasar tidak diketahu atau lebih
rendah dari NJOP digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun
terjadinya perolehan hak maka dasar pengenaan yang dipakai adalah
NJOP PBB. Dalam menentukan besarnya dari BPHTB terutang akan
dihitung dengan cara mengalikan tarif besarnya ditetapkan dengan
peraturan daerah yang ditentukan tinggi sebesar 5% dasar pengenaan
NPOP. Namun besarnya NPOP akan dikurangi dengan batas tidak kena
pajak disebut Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
Untuk menentukan ini yang disebut Nilai Perolehan Objek Pahak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP), maka ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 113 Tahun 200 kemudian hal ini akan dilanjuti dengan

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.516/KMK.04/2000 tentang
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Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB , berikut rumus kedua
BPHTB ini dikemukakan Siahaan :
BPHTB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NPOP — NPOPTKP)
. Ikramullah, Ilyas Ismail, Mahdi Syahbandir (2016), dengan judul
Peranan Pajak Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan untuk
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie”

Pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan nya tugas

pemerintahan dan ada pembangunan senantiasa diperlukan sumber dari
penerimaan yang bisa diandalkan. Kebutuhan yang ini semakin dirasakan
daerah terutama sejak berlaku otonomi daerah di Indonesia mulai tanggal
1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah akan dipacu untuk mendapatkan
sumber penerimaan daerah yang sangat didukung biaya pengeluaran
daerah dari berbagai alternatif penerimaan yang mungkin akan dipunggut
daerah.
Landasan konstitusional pemungutan pajak dalam Pasal 23A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan
pajak salah satu wujud kenegaraan, dilain ini akan ditegaskan bahwa
penempatan beban pada rakyat seperti pajak ini dan pungutan lain yang
akan bersifat maksa dalam diatur Undang-Undang, dengan ini
pemungutan pajak harus berdasar pada Undang-Undang.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksana otonomi daerah
sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten dituntut
untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga
nya. Pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah,
karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang

disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.
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Kewajiban Transaksi

Perolehan Hak Atas Tanah

Membayar Pajak

Penjual (Pajak Final)

Pembeli Membayar Pajak
Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan atau Bangunan

1. Sesuai Transaksi

2. Nilai NJOP

Akta Jual

Beli PPAT

A 4

[Pembayaran di Bank }

( .
Lanjut

Badan

Pengelolaan
Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD)

Validasi Transaksi

Tidak di Dikembalikan

A 4

Validasi Kepada Pihak

Bayar Kekurangan

Pajak




